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PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : ,i' TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

!$tfernnnhang

BUPATI SLEMAN

bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Slernan.

fi,ffintEllnngat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34485 Tahun 2009

tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi

Daerah lstimewa Yogyakarta ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Sleman;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor I Tahun 2009

terrtang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman.

2.

3.

4.

5.



Menetapkan PERATUMN BUPATI

FUNGSI, DAN TATA

SLEMAN.

MEIdUTUSI(AN :

SLEMAN TENTANG UMIAN TUGAS,

KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Bupati ialah Bupati Sleman.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Kabupaten Sleman.

4. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.

5. Wakil Direktur ialah Wakil Direktur Rurnah Sakit Umurn Daerah Sleman Kabupaten

Sleman.

6. Satuan organisasi adalah bidang, bagian, subbagian, seksi, dan kelompok jabatan

fungsional pada Rumhn Sakit Umum Daerah Sleman Kabupaten Sleman.

7. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Rumah Sakit Umum

Daerah Sleman Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

1l Rumah Sakit Umum Daerah Sleman merupakan unsur pendukung pemerintah

daenah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

itrab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2i Runah Sakit Umum Daerah Sleman mempunyai tugas melaksanakan

pefl!€lenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

t3 r Rtmnah Sakit Umum Daerah Sleman dalam melaksanakan tugas

,.'nerrryelen g g a ra ka n fu n g s i :

a* perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat;

b" pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat;



penyelenggaraan pelayanan umurn hidang pelayanan kesehatan masyarakat;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Rnmah Sakit Umum Daerah Sleman terdiridari:
a. Direktur;

b. Wakil Direktur;

c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Medis; dan

2. Seksi Keperawatan.

d. Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan

2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan.

e. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;

2. Subbagian Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

4. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Setiap Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

(3) Bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur melalui Wakil Direktur.

f4) Setiap seksi dipimpin-oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

{5) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sebagaimana

tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(6)

(7)



BAts III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Wakil Direktur

Pasal 4

Wakil Direkur mempunyai tugas:

a. membantu Direktur menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat;

b. mengoorrjinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 5

tsidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan

nnengoordinasikan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 6

tslidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas

tumgsi:

a penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;

s" perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan keperawatan;

c" penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan medis;

d penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan keperawatan; dan

e" evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang

Medis dan Keperawatan.

mempunyar

Pelayanan

Pasal 7

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan

pelayanan medis.

Pasal B

Seksi Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis;

h. penyiapan bahan perumusan kebijakan iekris pelayanan medis;



F€nyeleng garaa n pengoordinasia n pelaya na rr nried is ;

oenyelenggaraan analisis kebutuhan te;iaga medis:

oenyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis;

penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan;

,nenyelenggaraan pelayanan medls pada instalasi rawat darurat;

penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat inap;

penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi perawatan intensif;

penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi bedah sentral;

penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rekam medis; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Felayanan

Medis.

Pasal I

$a{',sri Keperawatan meffipunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordrnasrkan

taia+B ['ia n ke nerawata n.

Pasal 10

StrilsI Keoerawatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi.

s" nef'lrlfLrsunan rencana kerja seksi Keperawatan;

r Fe{Ir,aoan bahan perunrusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;

" ssrryreterlggaraan pengoordinasian pelayanan keperawatan;

u reqplenggaraan analisis kebutuhan tenaga keperawatan;

peryelbn gg a ra a n pembinaan dan pe ngem ba n g a n tenaga keperawatan ;

te.n*Jpi6q'1ggaraan pelayanan asuhan keperawatan;

reny.elenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan;

seny,ebnggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat darurat;

n'erwiler€garaan pelayanan keperawatan pada instalasi rawat inap;

nenyeTenggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi perawatan intensif;

remwe{enggaraan pelayanan keperawatan pada instalasi bedah senfal; dan

e*,alh,rci dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Keperawatan.

Bagian Ketiga

Bidang Penunjang dan Sarana

Pasal 1'1

ffilmw-.; F-enunjang dan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan dan

nnmrymcnC,,rasikan pelayanan penunjang da n len gelolaan sarana pelayanan kesehatan.

$"

1r



Pasal 12

Bidang Penunjang dan Sarana dalam nnelaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Penunjang dan Sarana;

b. perumusan kebijakan teknis pelayanan per,unjang dan pengelolaan sarana

pelayanan kesehatan;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan penunjang;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;

dan

e. erraluasidan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penunjang dan

Sarana.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas

rnengoordir: asikan pelayanan penunjang.

menyelenggarakan dan

Pasal 14

Seksi Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

& penyusunan renffina kerja Seksi Pelayanan Penunjang;

b penylapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang;

a penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan penunjang;

C.. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan penunjang;

e* pe6yelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi rehabilitasi medis;

' penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi radiologi;

penplenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi patologi klinik;

penryelengg araan pelayanan pen unjang pada instalasi patologi anatomi ;

pemlelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi farmasi;

perrlebnggaraan pelayanan penunjang pada instalasi gizi;

perryebnggaraan pelayanan penunjang pada instalasi kamar jenazah; dan

ryafr..rasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan

Fe,ntrnjang

Pasal 15

Sdksj Sarana Pelayanan Kesehatan mernpunyai tugas menyelenggarakan dan

nflrer.{qoofd inas ikan pengelolaa n Sa ra n a pe ! aya n a n keseh ata n.

r'|'
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Pasal 'i5

Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana pelayanan

kesehatan;

c. penyelenggaraan pengoordinasian pengelolaan sarana pelayanan kesehatan;

d. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana pelayanan kesehatan;

e. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi sarana medik;

f. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi sarana non medik;

g. penyelenggaraan pelayanan perrunjang pada instalasi sarana sanitasi;

h. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi teknologi informasi; dan

i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana

Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 17

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umllm, rumah tangga,

kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan, dan akuntansi.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas mempunyaifungsi.

a. penyusunan rencana kerja Bagian Tata Usaha;

h. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

c" penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;

penyelenggaraan urusan kepegawaian ;

e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

f penyelenggaraan urusan keuangan dan akuntansi; dan

S. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Tata Usaha.

Pasal 19

Sunaag,an Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

.fi:lr.triTr dan mmah tangga.



Ps5,6l 20

Subbagian Umum dan Rumah Tangga dalam menyelenggarakan tugas mempunyai

tungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Urnum dan Rumah Tangga;

b. penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis urusan umum dan rumah tangga;

c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, perlengkapan,

dan rumah tangga;

d. penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;

e. penyelenggaraan kehumasan; dan

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan

Rumah Tangga.

Pasal 21

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian.

Pasal 22

Subbagian Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaiai,

h" penyiapan bahan perumusan keb'rjakan teknis uru$an kepegawaian;

c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian;

d. penyelenggaraan fasilitasi pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan

e evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Kepegawaian.

Pasal 23

S,uihbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

serenc€tnaan dan evaluasi.

Pasal24

Sr.ubbagian perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mernpunyaifungsi:

a D€nyusunan renmna kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

I penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;

: pemgoordinasian penyusunan rencana kerja;

t penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan' dan

e ev.aluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian

Perencanaan dan Evaluasi.



Pasai 25

Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

keuangan.

Pasal 26

Subbagian'Keuangan dan Akuntansidalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a. penyusllnan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Akuntansi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan akuntansi;

c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan

keuangan;

d. penyelenggaraan sistem akuntansi rumah sakit; dan

e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan

dan Akuntansi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

{1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sesuai dengan

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan

melaksanakan sebagian tugas

keahlian.

kebutuhan.

t'[] Rumah

prinsip

secara

{2} Setiap

prinsip

rnasing

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Sakit Umum Daerah Sleman dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang

fungsional mempunyai hubungan kerja.

kepala Satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-

maupun anlar satuan organisasi.

1)

tt

Pasal 29

Direktup dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Dir.ektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala

melalui Sekretaris Daerah.



?\

Fasa il

1) setiap kepara satuan organisasi daian r-era*.sanakan tugas berdasarkan kebiiakan

,l

yang diteraPkan Direktur-

setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Direktur secara berkala melaluiWakil Direktur'

Pasal 31

wakil Direktur mengooidinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi'

v{akil Direktur daram mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi

berdasarkan arahan Direktur, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala'

Pasal 32

setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan' dan

nremberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya'

setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

Can mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturart perundang-

undangan yang berlaku.

Setiap kePala satuan organlsasl

satuan organisasi di bawahnYa'

Pasal 33

dalanr melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

setac bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

-engenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan orEanisasi masing-masing'

Pasal 34

serrap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

i-eftanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan

re'kala tepat Pada waktunYa.

S,etaplaporandaribawahanyangditerimaolehkepalasatuanorganisasidiolahdan

I jf,ergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

;,=::.1 uk kePada bawahan.

S,e: a: laporan yang disampaikan kepada

::s,arsaikan kepada satuan organisasi lain

* 
*-* r-f 3r-r kerja.

atasan, untuk tembusan laPoran

yang secara fungsional memPunYai

2l

!r



Susunan kepegawaian, jenjang

Umum Daerah Sleman diatur

berlaku.

BAts V

KEPEGAV/AIAN

Pasal 35

kepangkatan, dan jabatan

sesuai dengan peraturan

di lingkungan Rumah Sakit

perundang-undangan yang

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor

39/Kep.KDWAZAAS tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten $leman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 1 4 ()i r ,111'r" 'ol'Q

Diundangkan di Sleman.

Fada tanggal 1 4 i'rl|i: oher air''r

SEKRETARIS DAERAH

KAtsUPATEN SLEMAN,

3;-'rRlSNO

SRI PURNOMO

iffi,li-F,A DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2OO9 NOMOR 
]. 

SERI I)
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